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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN
s PROVINSI JAMBI
No, lé, 2015 : Rcmbpsi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Pencabutan '

(Penjelasan Dalam' Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2015 Nomor 18)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
"NOMOR 18 TAHUN 2015
. - TENTANG ~ ' -
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM . . .-
" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI SAROLANGUN, |
‘Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-
.+ Undang Nomozl" 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
| Daerah, perlu mcnclajokdri"ljérdt‘i;r;x Daerah tentang Retribusi -
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; -

Meﬁgingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undéng-Undang Dasar Negara Republik Inc‘loniesia
- _'I‘a.ﬁun 194.‘5; Rl U P e b

2, Unaang-Undang Nomor.54 Tahun. 1999 tcnt_a_atrig,_Pcmbéntukan

Kabupaten Sarolangun, Kabup_atén Tébo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjungrdlabung Timﬁr (Lembafah Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, - Tambahan

Lembaran Negara Republik Indoneésia Nomor 3903) sebagaimana.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten,Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun éoog Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang chhérintnhan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo"r

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Und:mg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcruba.h'm Kedua

Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor _58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan ‘Pemanfaatan. Insentif Pemungutan Pajak Daerah ‘
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara. Republik Indonc-:n

. Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara chubhk

Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persctujuan Bersama -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KA’BUPKTE‘N SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

:netapkan
' PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jam Peraturan Daerah ini yang dirﬁaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. '
sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah . Daerah adalah kepala daerah

Pc:mcnntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
an dacrah otonom. '

aerah yang selanjutnya disingkat DP
yang berkedudukan sebagai unsur

menjadi kewenang
RD adalah

rwakilan Rakyat D
rakyat daerah

an Daerah.

_____,/"/——‘
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upati adalah Bupati Sarolangun,

inns Per .
inas Perhubungan yang selanjutnyn disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan |

abupaten Sarolangun.

epala Dinns adalah Kepala Dinas Perhubunpan Knbupaten Sarolangun,

gjabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberd tugas tertentu dibidang re tribusi
aerah ‘:cSum peraturan perundang- untlnnpnn yang berlaku.

etribusi Dacrah yang selanjutnya discbut Retribusi adalah pungutan dacrah

sbagai  pembayaran” atas jasa atoau pemberion “izin tertentu yang, khusus

iscdiakan dan/atau diberikan oleh pemerintah dacrah untuk lccpc,ntln[,un orang

ribadi atau bndnn

asa adalah kegiatan Pemerintah Daerah l)crupn usaha dan I')(,l'[ynnﬂn yang

u:ny
«ch orang pribadi atau Badan.

:\sa Umum ndulah jasa yang disediakan atau dlbcnlmn oleh Pemerintah Dacrah
ntuk mju'm kepentingan dan kemanfaatan umum scrta dapat dinikmati olch
-ang pribadi atau Badan.

'ajib Retribusi adalah orang pribadi atau badnn _yang menurut peraturan “

=mndag—undangan retribusi  diwajibkan untuk melakukan pcmbayaran

tribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tcrtcntu
asa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu.
agi wajib, retribusi untuk menfaatkan j
amerintah daerah yang bersangkutan.

arat Sctoran Rctnbu31 Dacmh yang sclan_;utnya dxsmgkat SSRD adalah bukti
yang telah dilakukan dengan

:mbayaran atau pcnyctoran retribusi
dcngan cara lain ke Kas Daerah

ienggunakan formulir. atau ‘telah dilakukan
ielalui tempat pembayaran yang dltunjuk oleh
tetapan Retribusi Daerah, yang selanjutn

an retribusi yang menentukan bcsarnya j

kepala dacrah.
ya disingkat SKRD, adalah

urat Ke
umlah pokok - retribusi

arat ketetap

ang terutang.
pan Rembu51 Dacrah Lebm

urat Keteta
KRDLB, adalah surat ketetapan rcmbum yang menen
tnbu31 karena jumlah kelebihan pembay

embayaran Tre
imlah kredit retribusi lebih besar danpada‘rctrlbum

-harusnya tidak terutang.

urat Tagihan Retribusi Da
ntuk melakukan tagihan retribusi dan /

Bayar, yang sclanjutnyq disingkat
tukan jumlah kelebihan
aran retribusi karena

yang terutang atau

erah, yang sclanjutnya disingkat STRD, adalah surat
atau sank31 admlmstratlf berupa bunga

an/atau denda.
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BAB I .
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Jengan nama Retribusi Pelayanan Parkir dj Tepi Jalan;Urnum dipungut retribiin

sebagai pcmbayair'afl atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang
jitentukan oleh Pcmfnnmh Dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

iandangan.

Pasal 3

1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan

pclayanz(n parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. '

2) Dikecualikan dari Objck Retribusi  Pelayanan Parkir di 'I‘cp1 Jalan Umum
scbagzumana dimaksud pada ayat (1) adalah ternpat park.:r pada :
a. tempat ibadah; el BHE
b. kantor pemerintah; Ry
c. sarana pendidikan formal; | -

d. tempat rambu larangan parkir.

Pasal 4

1) Subjek Rctnbusx adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan

menikmati Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mcnurut ketentuan

peraturan perundang-

Retnbusx Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, termasuk pemungut atau

pcmotong Retribusi Pclayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal S

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk dalam Golongan Retribusi

Jasa Umum.
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BAB 1y |
CARA MENGUKUR TINGKAT pENGGUNAAN JASA

Pasal

skat pengpgunaan jasa diukur berdasaryan jenis kendaraan dan frekuensi
ggunaan tempat parkir,

l/.- .
BAB v

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

-

‘Pasal 7

isip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retsbus; Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
um ditetapkan dengan memp-erhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di -
jalan umum dengan mempertimbanpkan kemampuan masyarakat,

lilan dan efektivitas pengendalian atas pc]ayanafi"ﬁi}idr di tepi jalan umum yang
rikan, | h

aspek

BAB VI ,
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF I_QETRTBUSI -

Pasal 8

Struktur dan besamya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis
kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.
Struktur

-jenis

dan besarnya tarif retribusi pclayanaxi: parkir di tepi jalan umum
sebagqimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Larf]piran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

\

Pasal 9

Parif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. ,
Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. )

Penctapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati. | ’
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WILAYAH PEMUNGUTAN

1

_ BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN

—~

PENUNDAAN PEMBAYARAN

o Pasal 11

| Pembayaran dilakukan sekaligus berdasarkan tarif dan jenis objek pelayanan
vang diberikan sebagaimana diamksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

| Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD)

Pasal 12

) Retribusi  dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen - Jain yang
dipersamakan.

) Dolrumen lain yang dipersamakan scbagaimana “dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor sccara

bruto ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 13

1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
2) Pembayaran retribusi terutang scbapaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan _
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. r

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat

pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 14

1) Pembayaran tidak diperkenankan diangsur atau ditunda, pembayaran harus I

dilunasi setelah pelayanan objek retribusi diberikan.

e
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Dalam hal Wajib l\&tu'mm tidak membayar tepat pudn waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar

dan ditagih dengan menggunakan STRD, '

BAB IX
PENAGIHAN

. Pasal 15

Penagihan rctribusi'tcrutang yang tidak atau kurang bayar'\ dilakukan dengan
menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran, = o o
Pengeluaran _Sui'at Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan
retribusi dilakukan setelah ’? (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Tegur;'m, Wajib Retribusi
harus mclunam retnbu51 yang terutang _ : '

| Surat Teguran scbagaurnana dimaksud pada ayat (1) dlkcluarkan oleh pejabat
yang ditunjuk. :

) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat

Teguran diatur dengan Peraturan Bupati,

BABX | |
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui 3 (tiga) tahun tcrﬁiturig sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang rc'uiibusi.

2) Kedaluwarsa penagihan ‘rcu"ibﬁsi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) '
tertangguh jika : R |
a. Diterbitkan surat teguran; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib rctnbum baik langsung maupun

tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran

tersebut.
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pengakuan utang retribusi sccara langsung sebagaimana dimaksud pﬂdﬂ’ﬂ)’af- (2)
puruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih |
mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Dacrah.

pengakuan utang retribusi secara tidak langsung scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dapat diketahui darj pengajuan permohonan angsuran atau

Pcnundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

. BAB X1
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

Instansi Y@S melaksanakan pemungutan Retribusi Parkir di Tépi Jalan Umum
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kincrja tertentu.

pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan. melalui
Anggaran Pcndnpatan dan Belanja Dacrah,

s

Pasal 18

piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk mélalnlkan_
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati‘ menetapkan keputusan penghapusan pi&tﬁng retribusi  yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). '

ietentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada \ ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

BABXI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
) Pemberian insentif secbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dipindai dengan CamScanner




- melalui penyidik Pe

~“pencatatan dan dokumen lain serta Telakukan penyitaan terhadap bahan’

‘ketentuan yang di

= ‘ ' BAB XIII -
PENYIDIKAN
Pasal 20
i jabat kepolisi on ) -
Sg]amkuj:an Pcmcrr"lzlt:llan negara  pejabat pegawai negeri sipil tertentu
e sebagai | 3 Dacrah Kabupaten Sarolangun diberikan wewenang
: s n '
}J?USI-J - pe)’] lkunmk mCIa}{ukan pCﬂY]dikan tmdak pidaﬂa dibldang
petribus Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Ur, b
Wewcnal"lg penyidik sebdagaimana dimaksud peida 'éérat ( 1) adaleh :
rima, -me i . _
a. Mcne s .gcarl, m?ngm]]pul}(an, dan mcneuﬁ ketera.ﬂgan atau laPOI'an
aan d i : e g : 8 st el
borken engan tindak pidana dibidang.Retribusi Pelayanan parkir di Tept
Jalan Umum.. : clri .

‘Meneliti, mencari o ' _ : | 2
Bl » dan mengumpulkan keterangan meiigenai. orang tentang-""

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. ‘

¢ Mf:minta keterangan dan bahan bukti dari orr:ing'sehubungah dengan tindak
pidane dlbld?fpg Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. ‘

d.Memeriksa buku, catatan; dan dokumen lajn,bcricenaaﬁ dengan tindak pidana
Rctn'bu's';_ Pelayanan Parkir di Tepi‘ e Pl o

e. Melakukan Péngﬁlﬁdah@ untuk mendapatkan bahan bukti pcnl_bulﬂiaijl,l.

bukti tersebut. v A
{ Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan fugas ‘penyidikan -
tindak pidana Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkaﬁ ruax‘igan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangs;m.g dan méﬁcriksa indentitas
‘orang,benda, dan/atau dokumen yang dibawa. | S o
h.Memotret seseorang yang berkaitan denganytindak pidana Retﬁgﬁéi Pelayanan
parkir di Tepi Jalan Umum. A
i, Memanggil orang untuk didengar keterangannya , dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi. _ '
i. Menghentikan penyidikan; dan/atau
k. Mclakukén tindakan lain yang Pper
pidana di bidang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Penyidik sebagaim

penyidikan dan mc’n}.’amPaikan
jabat Polisi Negara chublik Indonesia, sesuai dengan

lu untuk kelancaran penyidikan tindak

ana dimaksud pada ayat(l) memberitahukan dimulainya
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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| :
am Pasal 4 ayat (2) seh; ; : : e
a 1882 merugikan keuangan daerah diancam pidana

ngan paling lama3_ (¢ .
kun_l . . oW .(tlga) bulan atg,, denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
rt,,mbusx terutang yang tidak atay, kUrang'b v

: ayar.

. _da sebagaimana dip ’ n e
9 per . lmak_sud; Pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

¥ '/‘:
BAB xv
KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 22 :
puda saat Pératuran Daerah inj mulaj berlakuy, maka P;,ratura'n Daerah Nomor 23
phun 2001 tentang Rctribpsf Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Décrah _
qabupaten  Sarolangun  Tahun 2001 Nomor 23, Seri B, Nomor 5) beserta.
prubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | |

e

’ Pasal 23"
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuﬁdangkan. ‘

pgar setiap orang mengcta}huinyaﬁ memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah .

i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. . ...

Ditetapkan di ; Sarolangun
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI SAROLANGUN,

b, e

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 31 Desember. 2015 | o | -
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, . | '

ttd.

THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 18

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

PROVINSI JAMBI : 18 TAHUN 2015 R '{

A E 10
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pENJELf\SAN

NOMOR KABUPATEN SAROLANGUN
18 TAHUN 2015

Jaiﬂ harus ditetapkan dengan und

harus didasarkan pada"Pcraturan Daerah.
sesual dengan semangat _Undang U )

) Ndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
acr&h dan Retribusj Daerah A

be umbe dar pe. ah dan penerimaan bunga dana perimbangan

)’aﬂg s I' dan PCndapatan da.n bc‘]a_n_]a HCgara Pendapatan ASII Daerah
tara Iam

e adalah pajak dacrah dan retribusi daerah dlharapkan men_]ad1

dacrah, untuk anmgkatkan dan mcmcratakan kese_]ahteraan masyarakat,

mengurus rumah tangganya sendiri,

bagi daerah da_lam pelaksanaan pemungutan retribusi dan sekaligus
menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum retribusi

daecrah khususnya mcngcnm Rctnbum Pelayanan Parkir di Tepi-J alan Umum

' PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jclas
Pasa] 4

Cukﬁp Jelas
Pasal5

Cukup Jelas

Dipindai dengan CamScanner

ang-undang. D n demikian pemungutan
pajak daerah dan retribyg; R g- Dengan de P ‘

Nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

salah satu Sun'Iber Pemblayaan penyclenggaraan pemerintah dan pembangunan.

sehmgga daerah rnampu me]aksanaka.n otonoxm “yaitu mampu mcngatur dan’

Peraturan “Daerah ini‘ menetapkan
ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan .

gl



il 13

(ukup Jelas
ol 14

Cultip Jelas

pysal 17
Cukup Jeias

pysal 18

Cukup Jelas
pasal 19

Cukup Jelas
fasal 20

Cukup Jelas
fasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Fasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KADUPATEN SAROLANGUN NOMOR 18
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